SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

o

1.

3.

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260, Pasal 236,

dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan
bahwa Daerah sesuai dengan  kewenangannya
menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional, vang terdiri dari Rencana Pembangunan
daerah berupa dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD]}, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ;

bahwa RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun
2024-2026 segera berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025-
2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasicnal {Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor
4421},

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 103 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

4. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor 1 Tgahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2025-2045 {Lembaran Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2025 Nomeor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menetapkan

dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud:

i
2.

o b

\0

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Padang Lawas Utara.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN
adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional
untuk periode 20 {dua puluhj tahun terhitung sejak
Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025-2029
yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah
dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk
periode 20 (du puluh) tahun terhitung sejak tahun
2025 sampai 2045.

Pembangunan Daerah adalah upaya vang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM
Nasional adakah dokumen Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode S (limaj tahun terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM
Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima)} tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung
sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah



untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan daerah.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGEKA
MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJM  Daerah merupakan dokumen  perencanaan
pembangunan Daerah untuk mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 3

(1) RPJM Daerah disusun berdasarkan asas:

a. Keterbukaan;

b. Partisipatif

c. Responsif

d. Tanggap terhadap perubahan

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan

b. BABII : Gambaran Umum Daerah

c. BABIII : Visi, Misi, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah

d. BABIV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

e. BABV : Penutup

(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1} RPJM Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi
pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

{2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun
dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan
RPJM Nasional.

(3) Dalam hal RPJM Daerah belum ditetapkan pada saat
penyusunan RKPD, maka RKPD disusun dengan
berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan
RPJPD.



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB IV
PERUBAHAN RPJM Daerah
Pasal 6

(1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau

d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.

{2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, meliputi terjadinya bencana alam,
goncangan politik, Kkrisis ekonomi, konflik sosial,
gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

{3) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJMD tidak bisa
dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari
3 {tiga) tahun.

{4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat rencana Pembangunan Jangka Menengah periode
berikutnya belum tersusun, maka penyusunan RPJM Daerah
mengacu pada RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

RESKI BASYAH HARAHAP
Diundang di Padang Lawas Utara
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PADANG LAWAS UTARA
dto
PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 3-71/2025

f

RICKY PANOLY HRP, S STP

NIP. 19810228 199912 1 001 -
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa
agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan
selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional,
maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan
kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan
Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Pasal 65 ayat
{1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun
dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama,
serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah
dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (ima} tahun yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencane Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tidak dapat
dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu
kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat
nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara bersama pemangku kepentingan sesuai peran
dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 vang
merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPUJMD.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.



TAMBAHAN

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

a.

Pasal 4

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara.

. Asas Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk

terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan
pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap
kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur
khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam
pengambilan kebijakan.

. Asas Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai

potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
Asas Tanggap terhadap perubahan adalah prinsip dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah
vang menckankan pentingnya kemampuan pemerintah
daerah untuk merespon secara cepat, tepat dan adaptif
terhadap dinamika yang terjadi dilingkungan eksternal
maupun internai.

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 97



